SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR S TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

. a.

. 1.

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan/atau
antar jenis belanja, maka perlu dilakukan perubahan terhadap
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara
Nomor: 188.44/EV/K.14/2016 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) Tahun Anggaran 2016 dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran
2016, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD)
Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-
APBD) Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan
umum, sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repubulik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 680);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, semula berjumlah
Rp.1.345.029.552.936,36. bertambah sejumlah Rp. 167.359.717.778,22. sehingga
menjadi Rp.1.512.389.270.714,58. dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :

1. semula

Rp.1.214.645.864.050,62

2. bertambah/(berkurang) (Rp. 29.970.729.578,65)
jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.184.675.134.471,97




b.

C.

Belanja :

1. semula Rp.1.345.029.552.936,36

2. bertambah/(berkurang) Rp. 167.359.717.778.22
jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.512.389.270.714,58
surplus/(defisit) setelah perubahan (Rp. 327.714.136.242,61)

Pembiayaan :

1. penerimaan :

a) semula Rp. 385.671.526.767,74
b) bertambah/(berkurang) (Rp. 52.669.552.643,13)
jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 333.001.974.124,61

2. pengeluaran :

a) semula Rp. 255.287.837.882,00

b) bertambah/(berkurang) (Rp.250.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.287.837.882,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 327.714.136.242,61
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. NIHIL

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 2
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1. semula Rp. 90.542.165.172,00
2. bertambah/(berkurang) (Rp. 16.726.618.086,21)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 73.815.547.085,79

b. Dana Perimbangan :

1. semula Rp.980.614.735.580,00
2. bertambah/(berkurang) (Rp.59.694.916.379,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 920.919.819.201,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

1. semula Rp.143.488.963.298,62
2. Dbertambah/(berkurang) Rp. 46.450.804.886,56

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Rp.189.939.768.185,18
perubahan

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari
jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1. semula Rp.6.722.790.500,00
2. bertambah/(berkurang) Rp.1.466.359.500,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 8.189.150.000,00



(3)

(4)

. Retribusi Daerah :

1. semula Rp. 3.541.000.000,00
2. Dbertambah/(berkurang) Rp. 2.888.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.6.429.000.000,00

. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :

1. semula Rp. 21.200.000.000,00
2. Dbertambah/(berkurang) (Rp. 4.400.000.000,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Rp. 16.800.000.000,00
Dipisahkan setelah perubahan

. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :

1. semula Rp.59.078.374.672,00
2. bertambah/(berkurang) (Rp.16.680.977.586,21)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp.42.397.397.085,79
setelah perubahan

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis
pendapatan :

a.

Dana Bagi Hasil :

1. semula Rp.375.429.614.000,00
2. bertambah/(berkurang) (Rp.42.319.437.799,00).
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp.333.110.176.201,00

. Dana Alokasi Umum :

1. semula Rp.462.110.308.000,00

2. bertambah/(berkurang) _Rp. NIHIL

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.462.110.308.000,00
. Dana Alokasi Khusus :

1. semula Rp.143.074.813.580,00

2. Dbertambah/(berkurang) (Rp. 17.375.478.580,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.125.699.335.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c, terdiri dari jenis pendapatan :

a.

Hibah :

1. semula Rp. NIHIL

2. bertambah/(berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. NIHIL
. Dana Darurat :

1. Semula Rp. NIHIL

2. Dbertambah/(Berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. NIHIL
. Dana Bagi Hasil Pajak :

1. semula Rp.31.781.534.298,62

2. bertambah/(berkurang) _Rp.16.960.375.872,56

Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 48.741.910.171,18



d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

1. semula Rp. 49.850.296.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 29.490.429.014,00
Jumlah Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Rp. 79.340.725.014,00

setelah perubahan

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainya :

1. semula Rp. 61.857.133.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Rp.61.857.133.000,00

Pemerintah Daerah lainya setelah perubahan

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 3
Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

1. semula Rp.772.603.435.566,36
2. bertambah/(berkurang) (Rp.44.364.481.632,13)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 728.238.953.934,23

b. Belanja Langsung :

1. semula Rp. 572.426.117.370,00
2. bertambah/(berkurang) Rp.211.724.199.410,35
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.784.150.316.780,35

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1. semula Rp.610.150.393.602,76
2. bertambah/(berkurang) (Rp.45.090.241.632,13)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.565.060.151.970,63

b. Belanja Bunga :

1. semula Rp. NIHIL
2. Dbertambah/(berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. -

c. Belanja Subsidi :

1. semula Rp. NIHIL
2. bertambah/(berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. -

d. Belanja Hibah :

1. semula Rp.48.040.795.000,00
2. Dbertambah/(berkurang) Rp. 725.760.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 48.766.555.000,00



e. Belanja Bantuan Sosial :
1. semula Rp.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 500.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil :

1. semula Rp. NIHIL

2. Dbertambah/(berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan :

1. semula Rp.108.912.246.963,60

2. bertambah/(berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Rp.108.912.246.963,60

perubahan
h. Belanja Tidak Terduga :

1. semula Rp.5.000.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp.5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis
belanja :

a. Belanja Pegawai :

1. semula Rp. 74.344.303.286,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 4.858.989.740,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp._79.203.293.026,00

b. Belanja Barang dan Jasa :

1. semula Rp.331.593.852.192,00
2. bertambah/(berkurang) Rp. 11.686.586.213,99
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan  Rp. 343.280.438.405,99

c. Belanja Modal :

1. semula Rp.166.487.961.892,00
2. bertambah/(berkurang) Rp.195.178.623.456,36
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 361.666.585.348,36

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan :

1. semula Rp.385.671.526.767,74
2. bertambah/(berkurang) (Rp. 52.669.552.643,13)
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 333.001.974.124,61



(2)

(3)

b. Pengeluaran :

1. semula Rp.255.287.837.882,00
2. bertambah/(berkurang) (Rp.250.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.287.837.882,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis
Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :

1. semula Rp. 385.671.526.767,74
2. bertambah/(berkurang) (Rp. 52.669.552.643,13)

Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Rp.333.001.974.124,61
perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan :

1. semula Rp. NIHIL

2. Dbertambah/(berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan Rp. NIHIL
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :

1. semula Rp. NIHIL

2. bertambah/(berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Rp. NIHIL

dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah :

1. semula Rp. NIHIL

2. Dbertambah/(berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Rp. NIHIL
perubahan

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

1. semula Rp. NIHIL
2. Dbertambah/(berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. NIHIL

setelah perubahan
f. Penerimaan Piutang Daerah :

1. semula Rp. NIHIL
2. bertambah/(berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Rp. NIHIL
perubahan

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Jenis
Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan :

1. semula Rp. NIHIL
2. bertambah/(berkurang) Rp. NIHIL

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Rp. NIHIL
perubahan




b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

1. semula
2. Dbertambah/(berkurang)

Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Rp.

Rp.  NIHIL
Rp.  NIHIL

NIHIL

Daerah setelah perubahan

c. Pembayaran Pokok Hutang :

1. semula

2. bertambah/(berkurang)

Rp.255.287.837.882,00
(Rp.250.000.000.000,00)

Jumlah  Pembayaran Pokok Hutang setelah Rp. 5.287.837.882,00
perubahan
d. Pemberian Pinjaman Daerah :
1. semula Rp. NIHIL
2. Dbertambah/(berkurang) Rp. NIHIL
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Rp. NIHIL

perubahan

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

b.

]

=

—.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII

Ringkasan Perubahan APBD ;

Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah
dan organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;

Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintah
daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah ;dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.



6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional
pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Nopember 2016

BUPATI BULUNGAN,

ttd
SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Kepala Bagian Hukum,
Kasubbag Perundang-Undangan

HAMRAN, SH
Penata TK.1/ Ilid
Nip.19701130 2002121004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA: 5/2016
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PARA

NO. NAMA JABATAN F
1. | Ingkong Ala, SE.M.Si. Wakil Bupati.
2. | Drs. Syafril. Sekretaris Daerah.
3. | Drs. Kornelis Elbaar, MSi Asisten Bidang Administrasi.
4. | Ibramsyah, S.Sos. Kepala BPKAD.
5. | Hamran, SH. Plt. Kabag Hukum.
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